BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten  Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 35).

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan
Olahraga;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang  memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
Bupati adalah Bupati Katingan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

NOoO g W

8. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Katingan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
tertentu dilingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Katingan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub. Bagian Keuangan;

¢. Sub. Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi
Teknologi.

3. Bidang, terdiri dari :

a. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
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1) Seksi Kesenian, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa;

2) Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian Cagar Budaya;

3) Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan
Diplomasi Budaya;

b. Bidang Pariwisata, membawahkan :
1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata dan Pemasaran
Pariwisata;

3) Seksi Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan
Analisis Data Pasar Pariwisata.

¢. Bidang Pemuda, membawahkan :
1) Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;
2) Seksi Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan;

3) Seksi Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas
Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.

d. Bidang Olahraga, membawahkan :
1) Seksi Olahraga Pendidikan;
2) Seksi Olahraga Rekreasi;
3) Seksi Olahraga Prestasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 3

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai
tugas pokok Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan tugas
Dekonsentrasi di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka
mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olah raga

b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program
kerja di bidang-bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

Olahraga;
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Pelaksanaan program kerja di bidang Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga;

Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pelaksanaan pelayanan umum dj Bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan, Pariwisata,
Pemudaan dan Olahraga;

Penyuluhan di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga

Pengawasan dan pengendalian teknis dj Bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan
pihak yang terkait di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga;

Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian, perijinan
atau rekomendasi perijinan di Bidang Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga;

Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya

Pelaksanaan tata usaha dinas lain yang diberikan oleh Bupati;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai
wewenang sebagai berikut :

a.

Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka
mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olah raga

Merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program
kerja di bidang-bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan
Olahraga;

Melaksanakan program kerja di bidang Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga;

Memberikan ijin atau rekomendasi perijinan di Bidang
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Melaksanakan pelayanan umum di Bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Membina pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan, Pariwisata,
Pemudaan dan Olahraga;

Penyuluhan di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga

Mengawasi dan mengendalikan teknis di Bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja
dan pihak yang terkait di Bidang Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga;

Membina, mengembangkan, mengawasi, memberikan, perijinan
atau merekomendasi perijinan di Bidang Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga;

Melakukan pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;

Melaksanakan tata usaha dinas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan
dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan, melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang
berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan
program kegiatan,;

Perencanaan strategi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga;

Penyelenggara Standart Pelayanan Minimal yang wajib
dilaksanakan bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga;

Penyelenggara kesekretariatan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga;

Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan
dilingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga;

Pembinaan kepada masyarakat tentang Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi
terkait dan lembaga non pemerintah;

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

Pembinaan  perencanaan, penelitian, pengembangan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga mempunyai uraian tugas :

a.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
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(1)

(2)

b. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis
sebagai dasar pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan
Pariwisata  Pemuda dan Olahraga sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. Menetapkan program kerja dan rencana kerja Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan
Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Katingan;

d. Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan
instansi dan unit kerja terkait untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda
dan Olahraga;

€. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas pada
Sekretaris dan Bidang-Bidang di lingkungan Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

f.  Mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memparaf
surat-surat untuk ditandatangani Bupati;

g Merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap
masalah-masalah pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan
Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati
sehubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan
bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga;

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang serta tugas pelayanan administrasi serta
perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaa, protokol,
humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana serta
dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koodinasi penyusunan rencana dan program ;
b. Pelaksanaan administrasi keuangan ;

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
d

Pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana serta
analisis jabatan;

e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga, mempunyai uraian tugas :
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a. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan  administrasi,
umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan
pelaporan;

b. Melaksanakan urusan perlengkapan, inventaris Dinas dan
rumah tangga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga;

c. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas;

d. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan program kerja

tahunan di lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda
dan Olahraga;

€. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai

bidang tugas dan fungsinya; dan

f.  Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh kepada
Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

Pasal 8

Sekretariat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,
membawahkan :

|
2.
3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi.

Paragraf 1
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi Kedinasan, Kepegawaian, Penataan Organisasi,
Tatalaksana dan Analisis Jabatan, Dokumentasi Hukum, Rumah
Tangga dan Perlengkapan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan
perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
naskah Dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan
Dinas;

d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan,
dokumentasi dan kearsipan dilingkungan dinas;

e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas;

f.  Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat
dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
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Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan
kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan
aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;

Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana perlengkapan Dinas;

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;

Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi
perlengkapan Dinas hasil pengadaan;

Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan
dinas;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, Kartu
Pegawai (KARPEG), Tabungan dan Asuransi Pensiun
(TASPEN), Asuransi Kesehatan (ASKES), cuti pegawai,
pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan
Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan
data dokumentasi kepegawaian;

Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi,
mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai;

Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di
lingkungan dinas;

Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai,

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
uraian tugas :

a.

b.

7

Merencanakan kegiatan program pada Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

Membagi Tugas kepada staf di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

Melaksanakan wurusan tatausaha, surat menyurat dan
kearsipan Dinas;

Menghimpun, mengkaji dan menganalisa  ketentuan
perundang-undangan;

Melaksanakan  pengelolaan  administrasi kepegawaian
(kenaikan  pangkat, berkala, cuti, urusan pensiun
penyusunan formasi pegawai, DUK, dan nominatif pegawai
serta Diklat Jabatan;

Menyiapkan bahan penataan organisasi, tatalaksana dan
informasi jabatan serta analisis Jabatan;

Menyusun daftar usulan dan kebutuhan perlengkapan dinas;

Melaksanakan penerimaan, pemeliharaan, penyimpanan dan
penghapusan aset dinas;

Melaksanakan penatausahaan barang inventaris dinas;

Menghimpun bahan data aset dinas untuk rapat koordinasi;
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Mengontrol/memeriksa/ mengoreksi/hasil kerja dengan
meneliti dan memantau pelaksanaan kerja staf;

Mengevaluasi dan menilai kinerja dan prestasi kerja staf;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai

denga tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 12

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
mempunyai tugas menyusun anggaran pembiayaan, pengelolaan
keuangan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Dinas
serta pembinaan Bendaharawan.

(2)

utuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

k.

Penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana
dan pelaporan anggaran Dinas;

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
pelaporan anggaran Dinas dengan para Kepala Bidang;

Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Pelaporan
dengan para Kepala Bidang;

Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi
penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP
UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

Pelaksanaan penyiapan SPM dan penyiapan laporan
keuangan SKPD Dinas;

Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi
keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan
Dinas;

Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan
surat pertanggungjawaban (spj) atau tanda bukti pengeluaran
uang;

Pengevaluasian kecocokan atau kesesuaian surat
pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan
pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;

Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas
dana pada Dinas;

Penyampaian laporan keuangan SKPD Dinas yang meliputi
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan
keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
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a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan rencana
belanja;

b. Mengelola administrasi keuangan;

¢. Melaksanakan, membagi tugas kepada staf dengan bimbingan
dan membina bendahara pengeluaran dalam pelaporan
pertanggungjawaban keuangan dinas;

d. Memberikan petunjuk, pembinaan, pengawasan dan evaluasi
secara teknis operasional terhadap pelaksanaan tugas
bendaharawan;

e. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran keuangan
anggaran APBD dan APBN;

Melaksanakan verifikasi dan penatausahaan keuangan dinas;

g. Menghimpun bahan dan data rapat koordinasi penyusunan
rapat anggaran dinas;

h. Menghimpun bahan dan penyusunan program kegiatan dan
anggaran dinas;

i. Membuat pelaporan pelaksanaan anggaran pelaksanaan
tugas kepada atasan;

J- Melaksanakan pembinaan evaluasi dan pelaksanaan

anggaran dinas;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Paragraf 3

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN

(1)

DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas menghimpun data, menyusun dan
membuat rencana program dan anggaran dinas serta
melaksanakan penyusunan rancangan, pengelolaan,
pengembangan dan pemutakhiran sistem, data, struktur dan
infrastruktur informasi Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga serta keuangan negara yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat dan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub
Bagian Penyusunan Program Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi berdasarkan prioritas pelaksanaan
kegiatan;

b. Pembagian tugas kepada para bawahan lingkungan Sub
Bagian Penyusunan Program Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi;

. Pemberian petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub
Bagian Penyusunan Program Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi;
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Pemeriksaan hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub
Bagian Penyusunan Program Evaluasi, Pelaporan dan
Informasi Teknologi;

Pelaksanaan dan pengelolaan informasi teknologi dilingkungan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Penilaian prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian
Penyusunan Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi
Teknologi;

Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebujakan, rencana
program kegiatan dan anggaran;

Penghimpunan data sebagai bahan dalam penyusunan
program dan anggaran;

Penyiapan bahan dan data penyusunan program dan
anggaran;

Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas, rencana program, kegiatan dan anggaran;

Pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis maupun lisan
sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi
atasan;

Penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan
struktur dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan
Dinas;

- Pengkoordinasian dan penyusunan program komunikasi

publik di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan IT
mempunyai uraian tugas:

a.
b.

C.

5o oo

Pt
.

Menyusun konsep rencana kerja (Renja);
Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);

Melakukan koordinasi dengan bidang dalam rangka
menyediakan layanan informasi teknologi yang mampu
memenuhi kebutuhan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga;

Menghimpun dan mengolah data serta bahan-bahan untuk
menyusun anggaran serta melakukan dokumentasi Peraturan
Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
Menyusun konsep Pentepan Kinerja Tahunan (PKT);
Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan;
Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU);

Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau
permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);

Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan
masyarakat.
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(2)

. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam
website;

m. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi
server, komputer dan perangkat pendukungnya;

n. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;
0. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris
dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Keempat
BIDANG KEBUDAYAAN

Pasal 14

Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginfentarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pengembangan
budaya;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kebudayaan,
kesenian dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang sejarah, Film dan
Pelestarian Cagar Budaya;

c. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Pembinaan Tenaga
Cagar Budaya dan Diplomasi Budaya.

d. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginfentarisir
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan
yang berkaitan dengan tugas-tugas pengembangan budaya;

e. Perencanaan melaksanakan mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan bidang kebudayaan;

f.  Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk tekhnis di bidang kebudayaan;

g. Pelaksanaan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
kebudayaan-kebudayaan;

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Kebudayaan,mempunyai uraian tugas :

a. Menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kebudayaan,
kesenian dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. Menyelenggarakan kebijakan teknis bidang sejarah, Film dan
Pelestarian Cagar Budaya;

c. Menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pembinaan
Tenaga Cagar Budaya dan Diplomasi Budaya.

d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginfentarisir permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas
pengembangan budaya;
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e. Merencanakan melaksanakan mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan bidang kebudayaan;

f.  Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan
serta petunjuk tekhnis di bidang kebudayaan;

g Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
kebudayaan-kebudayaan:

h.  Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.

Pasal 15

Bidang Kebudayaan, membawahkan :

1.

Seksi Kesenian dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa;

Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian Cagar Budaya;
Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Diplomasi Budaya.

Paragraf 1
SEKSI KESENIAN DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 16

Seksi Kesenian dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
program, pembinaan kesenian, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kesenian dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan, mengolah data dan informasi, menginfentarisir
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan
yang berkaitan dengan Kesenian dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan
pelaporan kegiatan Kesenian dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;

c. Pelaksanaan perencanaan teknis, membina, mengelola,
melestarikan dan mengembangkan Kesenian dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

d. Pelaksanaan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
seksi Kesenian dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa;

e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Kesenian dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa mempunyai uraian tugas :
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a. Menyusun, mengolah data dan informasi, menginfentarisir
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan
yang berkaitan dengan Kesenian dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan Kesenian dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;

c. Melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola,
melestarikan dan mengembangkan Kesenian dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

d. Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
seksi Kesenian dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa;

e. Melakasanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.

Paragraf 2
SEKSI SEJARAH, FILM DAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 17

Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian Cagar Budaya dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan Bahan Penyusunan Program, Penelitian Sejarah,
melakukan pengawasan pembuatan film dokumenter, dan
Pelestarian Cagar Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian Cagar Budaya
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan, mengolah data dan informasi, menginfentarisir
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan
yang berkaitan dengan Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian
Cagar Budaya,;

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Pengevaluasian
dan Pelaporan kegiatan Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian
Cagar Budaya;

c. Pelaksanaan perencanaan teknis, membina, mengelola,
melestarikan dan mengembangkan Sejarah, Film dan
Pelestarian Cagar Budaya;

d. Pelaksanaan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian Cagar Budaya;

e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian Cagar
Budaya mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun, mengolah data dan informasi, menginfentarisir
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan
yang berkaitan dengan Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian
Cagar Budaya;
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(1)

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian
Cagar Budaya;

c. Melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola,
melestarikan dan mengembangkan Sejarah, Film dan
Pelestarian Cagar Budaya;

d. Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian Cagar Budaya;

e. Melakasanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.

Paragraf 3
SEKSI PEMBINAAN TENAGA CAGAR BUDAYA
DAN DIPLOMASI BUDAYA

Pasal 18

Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Diplomasi Budaya
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan terhadap Tanaga Cagar Budaya, dan
Melaksanakan Diplomasi Budaya di Daerah, Luar Daerah
(nasional) maupun Luar Negeri (internasional).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Diplomasi
Budaya menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Mendiplomasikan
Budaya;

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya
dan Diplomasi Budaya;

¢. Pelaksanaan perencanaan teknis, membina, mengelola,
melestarikan dan mengembangkan Tenaga Cagar Budaya dan
Diplomasi Budaya;

d. Pelaksanaan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Diplomasi
Budaya;

€. Penyiapan bahan penyusunan instrumen monitor dan
evaluasi kegiatan

f. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan
Diplomasi Budaya mempunyai uraian tugas :

a. Membina Tenaga Cagar Budaya dan Mendiplomasikan
Budaya;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan seksi Pembinaan Tenaga Cagar
Budaya dan Diplomasi Budaya;
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C. Melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola,
melestarikan dan mengembangkan Tenaga Cagar Budaya dan
Diplomasi Budaya;

d. Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi
seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Diplomasi
Budaya,;

€. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan
evaluasi kegiatan

f.  Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

h. Melakasanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan
oleh atasan.

Bagian Kelima
BIDANG PARIWISATA

Pasal 19

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan
kegiatan di bidang pariwisata, melakukan evaluasi, pengawasan
dan pemberian ijin pada usaha pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan anggaran bidang;
b. Penyusunan petunjuk teknis;

c. Penggalian, pengembangan dan pelestarian objek dan daya
tarik wisata;

d. Pengawasan kegiatan kepariwisataan sesuai dengan nilai
budaya;

e. Pendataan jumlah wisatawan domestik maupun
mancanegara;

f.  Promosikan objek dan daya tarik wisata;

g Penggerakan kegiatan kepariwisataan internasional dan
regional;

h. Persiapan pengembangan kepariwisataan secara prioritas;
i. Penyuluhan pemasaran wisata;

J. Pembinaan hotel, losmen, restoran/rumah makan, agen
perjalanan, entertainment/hiburan;

k. Pembinaan/pemberian ijin usaha industri usaha (hotel,
losmen, restoran, sarana hiburan, agen perjalanan);

l. Kerja sama antar daerah dalam rangka pengembangan
kepariwisataan;

m. Pemberian petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis;

n. Pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
0. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika oleh atasan.
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang;
b. Menyusun petunjuk teknis;

c. Penggalian, pengembangan dan pelestarian objek dan daya
tarik wisata;

d. Mengawasi kegiatan kepariwisataan sesuai dengan nilai
budaya;

€. Mendata jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara;
Mempromosikan objek dan daya tarik wisata;

g Mengerakkan kegiatan kepariwisataan internasional dan
regional;

h. Mempersiapkan pengembangan  kepariwisataan secara
prioritas;

i. Melakukan penyuluhan pemasaran wisata;

j-  Pembinaan hotel, losmen, restoran/rumah makan, agen
perjalanan, entertainment/hiburan ;

k. Pembinaan/pemberian ijjin usaha industri usaha (hotel,
losmen, restoran, sarana hiburan, agen perjalanan);

1. Membina kerja sama antar daerah dalam rangka
pengembangan kepariwisataan;

m. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis;

n. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberika oleh atasan.

Pasal 20
Bidang Pariwisata, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata dan Pemasaran
Pariwisata;

3. Seksi Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data
Pasar Pariwisata;

Paragraf 1
SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 21

(1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan
perumusan petunjuk teknis fasilitas pengembangan Promosi
Daya Tarik Wisata, Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
menyelenggarakan fungsi:

Page 18 of 32



a.

J-

k.

Penyiapan bahan fasilitasi Pengelolaan dan pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata;

Perencanaan Pengelolaan dan pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata;

Penyusunan rencana kerja Pengelolaan dan Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata;

Pelaksanaan pengelolaan dan Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata;

Pelaksanaan pedoman pengelolaan dan Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata;

Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
serta  penetapan kebijakan dalam pengelolaan dan
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

Penyelenggaraan dan penetapan pedoman pengelolaan dan
pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

Pengawasan dan pemantauan pengelolaan dan
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

Koordinasi pengelolaan dan Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata dengan lembaga / dunia usaha;

Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri
Pariwisata mempunyai uraian tugas :

a.

b.

Ly

Menyiapkan bahan fasilitasi Pengelolaan dan pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata;

Merencanakan Pengelolaan dan pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata;

Menyusun rencana kerja Pengelolaan dan Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata;

Melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata;

Melaksanakan pedoman pengelolaan dan Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata,;

Melaksanakan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
serta  penetapan kebijakan dalam pengelolaan dan
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

Menyelenggarakan dan penetapan pedoman pengelolaan dan
pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

Mengawas dan memantau pengelolaan dan Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata;

Mengkoordinir pengelolaan dan mengembangkan Destinasi
dan Industri Pariwisata dengan lembaga / dunia usaha;

Menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
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(1)

(2)

Paragraf 2
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA
DAN PEMASARAN

Pasal 22

Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata dan Pemasaran dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan
urusan pengembangan dan pemasaran dibidang Usaha
Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata dan
Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar
pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten dan standar
pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam mengelola dan
mengembangkan  Usaha Pariwisata dan Pemasaran
Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah
dan tahunan dibidang pengembangan Usaha Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan.

c. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan
dan pengendalian penerapan  standar pengumpulan,
pengolahan dan pemanfaatan Usaha Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan peraturan yang
berlaku.

d. Pelaksanaan Koordinasi, Kerjasama  dan fasilitasi
pengelolaan,  pengembangan Usaha Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan.

e. Pelaksanaan pemberian izin usaha pariwisata yang berskala
kabupaten, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

f. Pelaksanaan pelatihan dibidang Usaha Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata dan
Pemasaran mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar
pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten dan standar
pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam mengelola dan
mengembangkan Usaha  Pariwisata dan Pemasaran
Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
bahan/data untuk penyusunan rencana Jangka menengah
dan tahunan dibidang pengembangan Usaha Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan.
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Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan,
pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar
pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan Usaha
Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

Melaksanakan  Koordinasi, Kerjasama dan fasilitasi
pengelolaan, pengembangan Usaha  Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan.

Melaksanakan pemberian izin usaha pariwisata yang berskala
kabupaten, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Melaksanakan pelatihan dibidang Usaha Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku

Melaksanakan tugas lain yang diberikan olah Pimpinan
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Paragraf 3

SEKSI TATA KELOLA DESTINASI, STRATEGI PEMASARAN DAN

ANALISIS DATA PASAR WISATA

Pasal 23

(1) Seksi Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data
Pasar Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
melaksanakan tugas menata, mengelola destinasi wisata, obyek
wisata dan daya tarik wisata, sarana prasarana dan usaha jasa
pariwisata serta marancang strategi pemasaran dan menganalisis
data pasar wisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan
Analisis Data Pasar Wisata menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan fasilitasi Pengelolaan dan pengembangan
Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data
Pasar Pariwisata;

Perencanaan pengelolaan dan pengembangan Tata Kelola
Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar
Pariwisata;

Penyusunan rencana kerja pengelolaan dan pengembangan
Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data
Pasar Pariwisata;

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Tata Kelola
Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar
Pariwisata;

Pelaksanaan pedoman pengelolaan dan pengembangan Tata
Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar
Pariwisata;

Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
serta  penetapan kebijakan dalam pengelolaan dan
pengembangan Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan
Analisis Data Pasar Pariwisata;

Menjalankan manajemen destinasi yang meliputi finansial,
operasional, marketing, SDM, dan inovasi.
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Pembenahan destinasi akan dikonsentrasikan pada
pembangunan infrastruktur dalam rangka dukungan
pengembangan  aksesibilitas, amenitas, dan fasilitas
pendukung pariwisata lainnya;

Mengembangkan pola tata kelola yang lebih luas menuju
Badan Otoritas atau Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata;

Penyelenggaraan dan penetapan pedoman pengelolaan dan
pengembangan Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan
Analisis Data Pasar Pariwisata;

Pengawasan dan pemantauan pengelolaan dan
Pengembangan Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan
Analisis Data Pasar Pariwisata;

Koordinasi pengelolaan dan Pengembangan Tata Kelola
Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar
Pariwisata dengan lembaga / dunia usaha;

Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran
dan Analisis Data Pasar Wisata mempunyai uraian tugas :

a.

Menyiapkan bahan fasilitasi Pengelolaan dan pengembangan
Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data
Pasar Pariwisata;

Merencanakan pengelolaan dan pengembangan Tata Kelola
Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar
Pariwisata;

Menyusun rencana kerja pengelolaan dan pengembangan
Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data
Pasar Pariwisata;

Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Tata Kelola
Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar
Pariwisata;

Melaksanakan pedoman pengelolaan dan pengembangan
Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data
Pasar Pariwisata;

Melaksanakan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
serta penetapan kebijakan dalam pengelolaan dan
pengembangan Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran

dan Analisis Data Pasar Pariwisata;

Menjalankan manajemen destinasi yang meliputi finansial,
operasional, marketing, SDM, dan inovasi;

Melakukan pembenahan pada destinasi yang akan
dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur dalam
rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenitas,
dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya;

Mengembangkan pola tata kelola yang lebih luas menuju
Badan Otoritas atau Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata;

Menyelenggarakan dan penetapan pedoman pengelolaan dan
pengembangan Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran
dan Analisis Data Pasar Pariwisata;
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(1)

(2)

(3)

k. Melakukan pengawasan dan pemantauan pengelolaan dan
Pengembangan Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran
dan Analisis Data Pasar Pariwisata;

1. Mengkoordinasikan pengelolaan dan Pengembangan Tata
Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar
Pariwisata dengan lembaga / dunia usaha;

m. Menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
BIDANG PEMUDA

Pasal 24

Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas merencanakan Pembinaan dan Pemberdayaan
di Bidang Pemuda;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan
kelembagaan dan kaderisasi pemuda serta pemberdayaan
kewirausahaan pemuda;

b. Pelaksanaan Kebijakan bidang pemuda;
c. Pelaksanaan Koordinasi bidang pemuda;
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;

Pembangunan kapasitas dan kompetensi kelembagaan
Pemuda;

f.  Pembangunan Kapasitas dan Kompetensi Pemberdayaan
dalam Kewirausahaan Pemuda; dan

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya.

h. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang Pemuda mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan
kelembagaan dan kaderisasi pemuda serta pemberdayaan
kewirausahaan pemuda

b. Melaksanakan Kebijakan bidang pemuda

c. Melaksanakan Koordinasi bidang pemuda

d. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan

e. Melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi
kelembagaan Pemuda

f.  Melaksanakan pembangunan Kapasitas dan Kompetensi

Pemberdayaan dalam Kewirausahaan Pemuda

g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya.
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h. Melakasanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Bidang Pemuda, membawahkan :

i
2.
3.

(1)

Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;
Seksi Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan;

Seksi Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda
dan Organisasi Kepemudaan

Paragraf 1
SEKSI KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 26

Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan
Pembinaan dan Pengembangan dibidang Kepemimpinan
Kepeloporan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan
Pemuda menyelenggarakan fungsi:

a. Membantu kepala bidang pemuda dalam bidang tugasnya

b. Penyusunan kegiatan seksi Kepemimpinan Pemuda dan
Kepeloporan Pemuda;

c. Penyusunan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi
pengembangan Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan
Pemuda;

d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan Kepemimpinan
Pemuda dan Kepeloporan Pemuda antara lain Diklat
PASKIBRAKA;

e. Pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi
Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;

f. Penyusunan kriteria dan standarisasi Kepemimpinan Pemuda
dan Kepeloporan Pemuda;

g. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi
tentang Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap
Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;

i. Penyiapan bahan penyusunan instrumen monitor dan
evaluasi kegiatan;

J. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;

k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda
mempunyai uraian tugas :

a. Membantu kepala bidang pemuda dalam bidang tugasnya
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b. Menyusun kegiatan seksi Kepemimpinan Pemuda dan
Kepeloporan Pemuda;

c. Menyusun, mengkoordinasikan dan memfasilitasi
pengembangan Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan
Pemuda;

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan Kepemimpinan
Pemuda dan Kepeloporan Pemuda antara lain Diklat
PASKIBRAKA;

e. Melaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi
Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;

f.  Menyusun kriteria dan standarisasi Kepemimpinan Pemuda
dan Kepeloporan Pemuda;

g. Melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi
tentang Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;

i. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan
evaluasi kegiatan;

j- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
SEKSI KEWIRAUSAHAAN DAN TENAGA KEPEMUDAAN

Pasal 27

Seksi Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan dibidang
kewirausahaan serta tenaga kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kegiatan Seksi Kewirausahaan dan Tenaga
Kepemudaan;

b. Penyusunan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan
Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan;

c. Peningkatan kualitas pemuda melalui kompetensi individu
dan organisasi kepemudaan;

d. Pembangunan jaringan kerja dalam upaya pemberdayaan
pemuda secara terpadu;

e. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penilaian kegiatan
pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;

f. Pengembangan sentra pemberdayaan dan kewirausahaan
pemuda;

g. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pemuda;
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h. Pelaksanaan diklat pemberdayaan potensi pemuda;

i. Penyiapan bahan penyusunan instrumen monitor dan
evaluasi kegiatan;

J.  Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;

k. Pelaksanaan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat
dalam pemberdayaan potensi pemuda;

1. Pemberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan
mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun kegiatan Seksi Kewirausahaan dan Tenaga
Kepemudaan;

b. Menyusun, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan
Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan;

c. Meningkatkan kualitas pemuda melalui peningkatan
kompetensi individu dan organisasi kepemudaan;

d. Membangun jaringan kerja dalam upaya pemberdayaan
pemuda secara terpadu;

e. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan penilaian
kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;

f. Mengembangkan sentra pemberdayaan dan kewirausahaan
pemuda;

g. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda;
h. Melaksanakan diklat pemberdayaan potensi pemuda,;

i. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan
evaluasi kegiatan;

j.  Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;

k. Melaksanakan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat
dalam pemberdayaan potensi pemuda;

. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
SEKSI PENINGKATAN SUMBER DAYA PEMUDA, KREATIVITAS
PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 28

(1) Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas
Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan
Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda dan Organisasi
Kepemudaan.
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(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas
Pemuda dan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, mengkoordinasikan Peningkatan Sumber Daya
Pemuda, Kreativitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;

c. Pelaksnaan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan
Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan program dan kegiatan
Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan;

e. Pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan
Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan;

f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;

g. Pelaksanaan pembuatan laporan kegiatan;

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas
Pemuda dan Organisasi Kepemudaan, mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Seksi;

b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, mengkoordinasikan Peningkatan Sumber Daya
Pemuda, Kreativitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan
Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan
Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan
Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda dan
Organisasi Kepemudaan;

f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;

g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
BIDANG OLAHRAGA

Pasal 29

Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas menyusun rencana program operasional,
pedoman, petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan
keolahragaan.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

g.

Penyiapan bahan perumusan perencanaan program dan
kebijakan teknis di Bidang Olahraga.

Penyelenggaraan pembinaan program keolahragaan dan
pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga.

Pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan olahraga sesuai
dengan petunjuk tugas dan fungsinya.

Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pelaksnaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
program jangka menengah dan tahunan sesuai dengan
ketentuan standar yang ditetapkan.

Pembuatan laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberi oleh Pimpinan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Olahraga, mempunyai uraian tugas :

a.

Merencanakan operasional kegiatan keolahragaan sebagai
penjabaran dari rencana program sebagai pedoman dan

standar kerja;

Menyiapkan bahan perumusan perencanaan program dan
kebijakan teknis di Bidang Olahraga;

Menyelenggarakan pembinaan program keolahragaan dan
pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga,;

Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan olahraga sesuai
dengan petunjuk tugas dan fungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
program jangka menengah dan tahunan sesuai dengan
ketentuan standar yang ditetapkan;

Membuat laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 30

Bidang Tata Ruang, membawahkan :
1. Seksi Olahraga Pendidikan

2. Seksi Olahraga Rekreasi;

3. Seksi Olahraga Prestasi.
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Paragraf 1
SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal 31

(1) Seksi Olahraga Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pemberdayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan
Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Olahraga Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

g.
h.

Penyusunan rencana kerja Seksi;

Pelaksanaan  penyiapan bahan  kebijakan, pedoman,
standarisasi, koordinasi pembinaan, promosi dan kerjasama
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus;

Pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, pelaksanaan Olahraga Pendidikan dan
Olahraga Layanan Khusus;

Pelaksanaan penyiapan bahan program dan kegiatan Olahraga
Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus;

Pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan
standardisasi, kegiatan Olahraga Pendidikan dan Olahraga
Layanan Khusus;

Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;

Pelaksanaan pembuatan laporan Kegiatan,;

Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Olahraga Pendidikan, mempunyai uraian tugas :

a.
b.

Menyusun rencana kerja Seksi;

Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standarisasi, koordinasi pembinaan, promosi dan kerjasama
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus;

Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, pelaksanaan Olahraga Pendidikan dan
Olahraga Layanan Khusus;

Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus;

Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan
standarisasi, kegiatan Olahraga Pendidikan dan Olahraga
Layanan Khusus;

Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;

Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;

Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
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(1)

Paragraf 2
SEKSI OLAHRAGA REKREASI

Pasal 32

Seksi Olahraga Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional dibidang Olahraga Rekreasi

Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Olahraga Rekrasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga;

c. Pelaksnaan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, dan pelaksanaan Olahraga Rekreasi dan

Industri Olahraga;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan program Olahraga Rekreasi dan
Industri Olahraga;

e. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi,
supervisi kebijakan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga,;

f.  Pelaksanaan pembuatan laporan Kegiatan;
g. Pelaskanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Olahraga Rekrasi mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana kerja Seksi;

b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, dan pelaksanaan Olahraga Rekreasi dan
Industri Olahraga;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program Olahraga Rekreasi
dan Industri Olahraga;

e. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi,
supervisi kebijakan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;

f.  Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;

g Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
SEKSI OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 33

Seksi Olahraga Prestasi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Prestasi
Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional dibidang peningkatan Prestasi
Olahraga.
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(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Seksi;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi  peningkatan  prestasi dan
penghargaan olahraga;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan
peningkatan prestasi dan penghargaan olahraga;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan program kegiatan peningkatan
prestasi dan penghargaan olahraga;

e. Pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi, supervisi,
standardisasi kegiatan peningkatan prestasi dan penghargaan
olahraga,;

f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;

g. Pelaksanaan pembuatan laporan Kegiatan;
h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Olahraga Prestasi, mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana kerja Seksi;

b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, = koordinasi  peningkatan prestasi dan
penghargaan olahraga;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan
peningkatan prestasi dan penghargaan olahraga;

d. Melaksanakan penyiapan bahan program kegiatan peningkatan
prestasi dan penghargaan olahraga;

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi,
standardisasi kegiatan peningkatan prestasi dan penghargaan
olahraga;

f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;

Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;

0

h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
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(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Kepala Seksi, serta pemegang Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, implikasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan
Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi

petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda
Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 2% pegcuher 2016

P

BUPATI KA g

—————

H. AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan
pada tangg 2% Desember A.,{A(!E

B 1

SEKRE S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 3%
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR

: 94 Tahum 2016
TANGGAL  : 23 Desember 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KATINGAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KATINGAN
KEPALA DINAS
_ _
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
[ |
A SUB BAGIAN PROGRAM,
SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASI, PELAPORAN
DAN IT
I [ | ]
BIDANG KEBUDAYAAN BIDANG PARIWISATA BIDANG PEMUDA BIDANG OLAHRAGA
1 | | _
SEKSI KESENIAN DAN X :
o e o SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI SEKSI KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN

TUHAN YANG MAHA ESA

SEKSI SEJARAH, FILM DAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DAN INDUSTRI PARIWISATA

KEPELOPORAN PEMUDA

SEKSI PEMBINAAN TENAGA
CAGAR BUDAYA DAN
DIPLOMASI BUDAYA

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
PARIWISATA DAN PEMASARAN PARIWISATA

o~

SEKSI KEWIRAUSAHAAN DAN TENAGA
KEPEMUDAAN

SEKS! TATA KELOLA DESTINASI, STRATEGI
PEMASARAN DAN ANALISIS DATA PASAR
PARIWISATA

SEKSI PENINGKATAN SUMBER DAYA
PEMUDA, KREATIVITAS PEMUDA DAN
ORGANISASI KEPEMUDAAN

SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN

SEKSI OLAHRAGA REKREAS]

SEKSI OLAHRAGA PRESTASI

H. AHMAD YANTENGLIE




